embumikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. ltulah

kelebihan buku ini. Selama ini, buku yang tersedia

menempatkan hak asasi manusia berdiri nun jauh di
awang-awang langit Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Buku ini
menjelaskan dengan cara berbeda. la menjelaskan hak asasi manusia
tidak hanya terkait prinsip umum serta berbagai instrumen hak asasi
manusia internasional, tetapi langsung diberikan contoh dan penjelasan
bahwa hukum hak asasi manusia harus diejawantahkan pada berbagai
peraturan perundang-undangan diIndonesia.

Secara metode, buku ini ditulis secara runtut dan sistematis.
Dimulai dari prinsip-prinsip besar dan kerangka teori hukum hak asasi
manusia, hingga mengerucut pada berbagai instrumen hak asasi
manusia, baik internasional maupun regional. Buku ini juga mencoba
mengetengahkan instrumen hak asasi manusia yang jarang didiskusikan
dan dirujuk orang, misalnya Piagam Madinah, yang bagi kalangan
muslim, |a dianggap sebagai instrumen hak asasi manusia paling tua di
jagad rayaini.

Secara struktur pembabakan bab dan metodologi, buku ini
sebenarnya masuk kategori buku teks. Layak dibaca oleh mereka yang
bergelut di bidang hukum hak asasi manusia, atau khalayak yang
mempunyai perhatian pada dunia hukum pada umumnya.
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Membumikan Hak Asasi Manusia
di Indonesia

Eko Riyadi, S.H., M.H.
(Direktur PUSHAM UII)

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UlI)
merasa terhormat karena dipercaya untuk menerbitkan buku karya Dr. Suparman
Marzuki, S.H., M.Si. Buku ini menjadi penanda dwi windu kiprah PUSHAM UlI
dalam mengembangkan diskursus hak asasi manusia di Indonesia. PUSHAM
Ull adalah lembaga penelitian hak asasi manusia yang paling awal didirikan di
Indonesia bersama PUSHAM Universitas Pajajaran dan Universitas Surabaya
pada pertengahan tahun 2000.

PUSHAM UIl didirikan dengan cita-cita menjadi pusat kajian hak asasi
manusia utama, pendidikan dan advokasi dalam membangun dan membentuk
pemerintahan dan masyarakat Indonesia yang manusiawi, demokratis dan beradab.
Cita-cita tersebut diwujudkan dengan dua cara yaitu: (1) tindakan promosi yang
diorientasikan pada penyebaran prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pelatihan
praktis hak asasi manusia bagi masyarakat, dan (2) tindakan penguatan yang
ditujukan untuk memungkinkan dan memperkuat negara dan masyarakat dalam
menerapkan dan melindungi kebebasan dan hak asasi fundamental.

Secara praktis, cita-cita di atas salah satunya dilakukan dengan penelitian,
publikasi dan diseminasi. Penelitian dilakukan dalam rangka membangun basis
pengetahuan yang valid. Beberapa isu besar yang telah diteliti antara lain isu
pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu, progress pemenuhan hak
ekonomis, sosial dan budaya, kebebasan beragama dan berkeyakinan, reforma

aktor keamanan, peradilan yang fair dan hak-hak penyandang disabilitas.
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Terkait isu pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, kesimpulan besar
kami adalah bahwa rezim pasca reformasi memang sengaja melanggengkan
impunitas bagi para pelaku. Undang-undang disahkan, jaksa dipersiapkan, komisi
nasional hak asasi manusia dibangun, pengadilan hak asasi manusia didirikan,
namun semua itu hanya sebagai sarana untuk memberikan pembebasan kepada
para pelaku. Meminjam istilah David Cohen, seluruh proses ini intended to fail
(direncanakan untuk gagal). Penelitian ini dilakukan oleh Suparman Marzuki yang
kemudian diterbitkan dalam buku berjudul “Robohnya Keadilan! Politik Hukum
HAM Era Reformasi” dan kemudian diterbitkan ulang dengan judul “Pengadilan
HAM Di Indonesia, Melanggengkan Impunitas”, pada tahun 2011.

Penelitan serupa juga dilakukan oleh Artidjo Alkostar. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang disiapkan untuk
mengadili pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia bersifat
lemah dan terdapat banyak lubang hukum. Alhasil, undang-undang yang ada
tidak mampu menjawab persoalan teknis dan substansi pada proses penegakan
hukum. Situasi ini mengkonfirmasi temuan Suparman Marzuki dan David Cohen
sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Penelitian Artidjo Alkostar kemudian
diterbitkan dalam buku berjudul “Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban”,
pada tahun 2004.

Terkait pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, Busyro Mugoddas
melakukan penelitian panjang terkait proses hukum bagi orang-orang yang
dituduh terlibat gerakan Komando Jihad pada tahun 1982-1985-an. Penelitian
ini menyimpulkan bahwa gerakan Komando Jihad diduga keras sebagai bentuk
rekayasa rezim orde baru untuk melakukan depolitisisasi muslim Indonesia. Pada
prosesnya, terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius terhadap
orang-orang yang diduga terlibat seperti rekayasa kasus, rekayasa pembuktian,
penyiksaan para terduga pelaku dan keluarga mereka, dan tindakan lain yang
kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan. Penelitian ini
kemudian diterbitkan dalam buku berjudul “Hegemoni Rezim Intelijen: Sisi Gelap

Peradilan Kasus Komando Jihad”, pada tahun 2011.
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Penelitian juga dilakukan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan
dan perumahan di Indonesia. Pada penelitian ini, secara umum pemerintah
Indonesia, khususnya pemerintah daerah, belum menggunakan pendekatan
hak asasi manusia pada pengembangan program pendidikan dan perumahan.
Pendidikan dan perumahan masih dilihat sebagai urusan privat warga negara.
Negara memang hadir, namun masih sangat sulit mengukur “progressive
realisastion” yang merupakan indikator dan sifat hak ekonomi, sosial dan budaya
itu. Penelitian ini telah diterbitkan dalam buku berjudul “Potret Pemenuhan Hak
Atas Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah: Analisa Situasi di
Tiga Daerah”, pada tahun 2009.

Terkait reforma aktor keamanan, PUSHAM UIl telah melakukan
pendampingan bagi institusi kepolisian dalam mengembangkan kurikulum
pendidikan berdimensi hak asasi manusia. Untuk kegiatan ini, berbagai hasil
penelitian dan modul telah dikembangan dan juga dilatihkan kepada Polri,
khususnya pada lembaga pendidikan baik Akademi Kepolisian maupun melalui
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Modul yang terakhir diterbitkan dan
dikembangkan adalah “Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia untuk
Pendidikan dan Pelatihan POLRI”, pada tahun 2016.

PUSHAM Ull juga telah bekerja panjang melakukan penelitian terkait hak
penyandang disabilitas pada proses hukum. Pada penelitian yang dilakukan,
temuan pentingnya adalah bahwa institusi aparat penegak hukum belum siap
dalam melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Fasilitas
dan kapasitas yang tersedia baru disiapkan untuk menyidangkan perkara dengan
non penyandang disabilitas. Alhasil, proses hukum yang melibatkan penyandang
disabilitas, baik sebagai korban ataupun pelaku, seringkali menghadapi hambatan
yang serius. Hambatan-hambatan inilah yang berpotensi melanggar hak asasi
manusia penyandang disabilitas. Hasil penelitian pada isu ini telah diterbitkan
dalam bentuk buku berjudul “Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas”,
pada tahun 2015.
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Pada isu peradilan, penelitian juga dilakukan terhadap putusan hakim.
Penelitian dilakukan dalam rangka menguji dan memetakan penggunaan
pertimbangan hak asasi manusia dalam putusan hakim. Temuannya adalah
bahwa secara umum, putusan pengadilan belum menggunakan perspektif hak
asasi manusia pada pertimbangannya. Padahal kasus-kasus tersebut terkait erat
dengan hak asasi manusia. Misalnya, kasus terkait anak, perempuan, lingkungan,
dan minoritas. Semua kasus tersebut masih disidangkan secara konvensional
dan tidak diletakkan sebagai problem hak asasi manusia. Penelitian ini telah
diterbitkan dalam bentuk buku berjudul “Wajah Hakim dalam Putusan: Studi Atas
Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia”, pada 2009.

Buku-buku sebagaimana dijelaskan di atas sebagian besar terkait dengan
isu-isu spesifik dalam diskursus hak asasi manusia. PUSHAM Ull juga telah
menerbitkan buku teks yang berisi segala aspek teoritis, prinsip dan instrumen
hak asasi manusia. Buku ini merupakan buku rujukan dan pondasi keimuan
hukum hak asasi manusia. Buku ini ditulis oleh lima belas orang pakar, tiga orang
dosen di Universitas Oslo, Norwegia dan tiga belas yang lain adalah dosen-dosen
hak asasi manusia dari universitas dan lembaga hak asasi manusia terkemuka
di Indonesia. Buku ini berjudul “Hukum Hak Asasi Manusia” dan diterbitkan
pertama kali pada tahun 2008. Selain buku-buku tersebut, PUSHAM Ul juga
telah menerbitkan lusinan buku lain yang merupakan hasil penelitian maupun
modul-modul spesifik hak asasi manusia.

Buku yang saat ini sedang anda baca adalah buku penting yang dapat
menjadi pondasi ke-Indonesiaan dalam rangka memahami hukum hak asasi
manusia. Buku ini menarik dan wajib dibaca oleh semua sarjana, khususnya
orang yang concern terhadap isu hukum. Hal itu dilatarbelakangi oleh dua hal
yaitu terkait substansi dan metodologi. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

Pertama, terkait substansi. Hingga saat ini, kritik utama terhadap buku-
buku hukum hak asasi manusia adalah bahwa buku tersebut ditulis hanya dengan
mengakomodasi prinsip-prinsip umum tentang hak asasi manusia. Hukum hak

asasi manusia seakan berdiri nun jauh di awang-awang langit Perserikatan
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Bangsa-Bangsa (PBB). Jikalaupun turun sedikit, masih menjadi prinsip umum
pada wacana publik. Hak asasi manusia seakan terpisah dengan rezim ilmu hukum
lain. Buku ini berbeda dengan buku-buku pada umumnya. la menjelaskan hak
asasi manusia tidak hanya terkait prinsip umum serta berbagai instrumen hak
asasi manusia internasional, tetapi langsung diberikan contoh dan penjelasan
bahwa hukum hak asasi manusia harus diejawantahkan pada berbagai peraturan
perundang-undangan di Indonesia.

Contohnya adalah ketika penulis menjelaskan bahwa di Indonesia,
banyak peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan hak
sipil dan politik, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-
Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan lain-lainnya. Dijelaskan juga
perundang-undangan yang terkait dengan hak ekonomi, sosial dan budaya,
seperti Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang tentang
Perumahan, Undang-Undang tentang Fakir Miskin, Undang-Undang tentang
BPJS dan lain-lainnya. Penjelasan tersebut menjadi kelebihan utama buku ini. la
ingin menyatakan bahwa hak asasi manusia bukanlah prinsip yang ada di langit,
namun dapat dijadikan norma yang dibumikan dalam kenyataan.

Kedua, terkait metodologi. Buku ini ditulis secara runtut. Pada awalnya,
dimulai dari prinsip-prinsip besar dan kerangka teori hukum hak asasi manusia,
hingga mengerucut pada berbagai instrumen hak asasi manusia, baik internasional
maupun regional. Buku ini juga mencoba mengetengahkan instrumen hak asasi
manusia yang jarang didiskusikan dan dirujuk orang, misalnya Piagam Madinah.
Oleh kalangan Islam, Paiaham Madinah dianggap sebagai instrumen hak asasi
manusia paling tua di jagad raya ini. Dari sisi bahasa, buku ini juga sangat mudah
dipahami. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa ilmiah cenderung populer,
sehingga tidak perlu mengernyitkan dahi untuk memahaminya.

Selain beberapa hal di atas, satu hal penting lain adalah bahwa hak
asasi manusia telah menjadi bagian integral dari sistem hukum di Indonesia.
Hal ini dapat dilihat dari telah diratifikasinya hampir semua instrumen hak asasi

manusia internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan
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Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi
Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminiasi Rasial, Konvensi
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak
Manusiawi dan Merendahkan Martabat, Konvensi tentang Hak Anak, Konvensi
tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarga Mereka, Konvensi tentang
Hak Penyandang Disabilitas, dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan
Semua Orang dari Penghilangan Secara Paksa. Konvensi terakhir hanyalah
satu-satunya instrumen pokok hak asasi manusia yang belum diratifikasi oleh
pemerintah Indonesia. Buku yang ada di tangan pembaca ini menjadi penting
untuk memahami posisi hukum hak asasi manusia di Indonesia sekaligus menjadi
materi penting menuju pemahaman yang utuh tentang hukum hak asasi manusia.

Pada akhirnya, sebagai Direktur PUSHAM Ull, saya mengucapkan selamat
kepada Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., yang telah menyelesaikan buku yang
sangat bermanfaat ini. Saya berkeyakinan utuh bahwa buku ini akan membantu
banyak orang, khususnya mahasiswa ilimu hukum, dalam rangka mempelajari

hukum hak asasi manusia.

Yogyakarta, 20 Desember 2017
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